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ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 5 ayat (5) PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang 
Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 
dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana 
Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) disebutkan bahwa dalam Pemilihan 
Serentak Lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan teknologi 
informasi untuk menggantikan pertemuan tatap muka secara langsung bagi seluruh 
pihak yang terlibat dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan; 

 Bahwa diperlukan ketentuan yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan 
pencocokan dan penelitian data pemilih di kawasan yang menerapkan karantina 
wilayah sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan 
Kesehatan. 

 

 Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :  

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI 
Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 6512); UU Nomor 6 
Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 
128, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6236); PKPU Nomor 3 Tahun 2015 Tentang 
Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan 
Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita 
Negara RI Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 3 
Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP 
Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam 
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati, 
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1498); 
PKPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih 
dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau 
Walikota dan Walikota (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 819), sebagimana telah 
diubah dengan PKPU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 2 
Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam 
Pemiilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota 
dan Wakil Walikota (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 1676); PKPU Nomor 15 Tahun 
2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan 
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota 
Tahun 2020 (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali 



diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas 
PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota 
dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 615); PKPU 
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota 
(Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 201); PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang 
Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Waki Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana 
Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 
716). 

 
 
 Dalam Keputusan KPU Kota Blitar Nomor 89/PL.02.1-Kpt /3572/KPU-Kot/VII/2020 

   diatur tentang : 

 Menetapkan Standar Prosedur Operasional Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian 
Data Pemilih Melalui Media Daring pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota 
Blitar Tahun 2020. 

  
CATATAN : - Keputusan KPU Kota Blitar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Juli 2020. 

- Lampiran 8 halaman. 


